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ABSTRAK

Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki
peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan
ekonomi masyarakat. maka, sudah barang tentu lembaga atau instansi yang
berkecimpung di sektor keuangan memerlukan regulasi yang jelas sebagai aturan
mainnya. lronisnya BMT selaku salah satu lembaga keuangan mikro yang
memiliki andil yang besar dan perkembangannya sangat signifikan khususnya
dalam menjangkau perekonomian kelas menengah dan ke bawah justru cenderung
kurang mendapat perhatian dari pemerintah khususnya mengenai regulasinya.
Padahal regulasi merupakan salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi
sustainabilitas BMT selaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah guna
meningkatkan perekonomian nasional. Berangkat dari latar belakang tersebut,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan bagaimana
regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Peraturan Perundang-Undangan
Perkoperasian, Undang-Undang Yayasan, dan Undang-Undang Lembaga
Keuangan Mikro serta mengapa kebijakan regulasi BMT yang ada seperti saat ini?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, sedangkan
spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang
menjelaskan keadaan yang terjadi dengan tujuan untuk memunculkan fakta yang
diikuti dengan analisis dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas
permasalahan kebijakan regulasi BMT di Indonesia. Bahan hukum yang
digunakan dalam meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini ditempuh dengan melakukan
penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Pendekatan utama yang ditempuh
adalah doktrinal. Dengan menggunakan teori kebijakan dan pembentukan serta
asas-asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisisnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan
sebagai berikut: 1. Pengaturan BMT dengan Undang-Undang Perkoperasian
hanya bersifat sementara sampai dikeluarkannya Undang-Undang yang secara
spesifik mengatur persoalan BMT. 2. Undang-Undang yayasan tidak bisa
dijadikan dasar pengaturan BMT, dikarenakan yayasan merupakan lembaga yang
hanya berorientasi pada kepentingan sosial, sedangkan BMT memiliki fungsi
sosial sekaligus profit oriented. 3. Pengaturan BMT dalam Undang-Undang
nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro telah memberikan
kejelasan tentangi apa dan bagaimana seharusnya kelembagaan BMT, pedoman
aspek syariah, pengawasan, dan penjaminan simpanan nasabah, meskipun sampai
saat ini belam ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut bagaimana
mekanisme penjaminan simpanan dalam lembaga keuangan mikro khususnya
BMT. 4. Kebijakan regulasi BMT saat ini cenderung mendorong perkembangan
BMT ke arah lembaga keuangan seperti halnya perbankan. Hal ini dikarenakan
tidak adanya pemahaman mengenai hakikat dari konsep BMT oleh pemerintah,
sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran konseptual BMT.

Kata Kunci: Kebijakan, Regulasi, BMT, Indonesia
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki
peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan
ekonomi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik
bank maupun lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan. Dalam aspek
kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan), dan sumber daya manusia (SDM)
perlu adanya peningkatan dan perbaikan, khususnya pada lembaga keuangan
bukan bank. Di Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank
yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu kepada
masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut perlu dikembangkan terutama secara
kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatan
perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan

rendah.

Lembaga keuangan bukan bank di Indonesia atau lebih dikenal dengan
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang perkembangannya cukup signifikan salah
satunya adalah Baitul Maal wa Tamil (BMT). Sampai saat ini tidak ada data yang
akurat tentang jumlah BMT dan persebarannya. Menurut perkiraan Pusat Inkubasi
Usaha Kecil (PINBUK) sampai dengan pertengahan tahun 2006 terdapat sekitar
3.200 BMT yang tersebar di Indonesia dengan jumlah nasabah sebanyak 3 juta

orang. PINBUK kemudian juga memproyeksikan bahwa sampai akhir tahun 2010



akan tumbuh untuk melayani nasabah 10 juta orang dengan estimasi pertumbuhan
1000-2000 BMT setiap tahunnya.! Sedangkan jika merujuk data yang dilansir
Kementrian Koperasi dan UMKM, hingga tahun 2014 tercatat BMT yang telah
berbadan hukum Koperasi ada 2.104 Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dan
1.032 KJKS dengan aset senilai Rp 4,02 triliun atau sekitar 5,04% dari total asset
koperasi di Indonesia. Angka tersebut belum termasuk jumlah BMT yang belum
berbadan hukum atau berbadan hukum lain seperti Perseroan Terbatas (PT) atau

Lembaga Keuangan Mikro (LKM).?

Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, BMT telah tumbuh secara pesat
bahkan berlipat. Jutaan orang telah bisa dilayani oleh ribuan BMT yang ada.
Ratusan ribu usaha produktif dapat dibantu untuk tumbuh atau setidaknya dapat
mempertahankan eksistensinya. Pada sisi ini, BMT belah memberikan kontribusi
besar bagai meningkatnya kepercayaan masyarakat pada nilai-nilai luhur. Nilai-
nilai yang berasal dari syariat Islam, maupun dari fitrah bawaan manusia. Namun
demikian, di sisi lain masih terdapat beberapa persoalan yang perlu dipecahkan
dan dicarikan solusinya bersama. Hal mendasar yang selama ini menjadi
permasalahan klasik persoalan BMT adalah soal legalitas BMT itu sendiri. Karena
sampai saat ini belum ada dasar kebijakan yang menjadi regulasi yang secara

komprehensif dapat mengakomodir BMT itu sendiri.

! Awalil Rizki, BMT Fakta Dan Prospek Betul Maal Wa Tamil, (Yogyakarta: UCY Press,
2007), him.10-11.

2 http://dpn-apsi.or.id/menyoal-requlasi-koperasi-syariah-dari-kjks-ke-kspps/,  diakses
tanggal 28 Februari 2017.



http://dpn-apsi.or.id/menyoal-regulasi-koperasi-syariah-dari-kjks-ke-kspps/

Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum ada,
hanya saja banyak BMT memilih badan hukum koperasi. Oleh karena itu BMT
tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No0.25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian yang sempat diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun
2012 tentang Koperasi namun akhirnya justru di judicial review ke Mahkamah
Konstitusi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Aturan
hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK)
dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Operasional Menejemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor
352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar Operasional Manajemen

Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah.

Dampak dari belum ada kejelasan mengenai dasar hukum dan bagaimana
kelembagaan BMT mengakibatkan keberagaman status BMT itu sendiri. Hal ini
tentu juga akan berimbas pada aspek-aspek lainnya seperti bagaimana mekanisme
pendirian BMT, pertanggungjawaban BMT, pengawasan BMT dan masih banyak
hal lainnya. Saat ini BMT ada yang telah berbadan hukum dan ada pula yang
belum berbadan hukum. BMT vyang berbadan hukum, pada umumnya
menggunakan badan hukum yayasan dan koperasi. Sedangkan BMT yang belum

berbadan hukum pada umumnya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya



Masyarakat). Dan ada beberapa BMT yang tidak diketahui bentuk hukumnya.

Status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu;®

a. BMT berstatus hukum koperasi. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam
melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun
menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, PP Rl No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah, dan
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
35.2/PerM.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar  Operasional
Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah. BMT yang berstatus hukum

koperasi adalah seperti Kopontren, KSP, KSU, KBMT, KSBMT.

b. BMT berstatus hukum yayasan. Hal tersebut mengacu pada UU No. 28 Tahun
2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak

sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan PINBUK.

c. BMT yang belum memiliki status hukum. Pada umumnya BMT yang belum
memiliki status hukum menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat

atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

3 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama
(Jakarta: Kencana, 2012), him. 358.
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Keragaman status hukum BMT yang demikian menunjukkan adanya
ketidakpastian dalam regulasi yang mengatur persoalan BMT selama ini. Padahal
menurut Gustav Radbruch dalam sebuah kebijakan hukum kepastian hukum
adalah salah satu dari tiga terminologi yang memiliki nilai aksiologis di dalam
hukum demi tegaknya the rule of law.* Kebijakan regulasi BMT yang tidak jelas
demikian tentu akan menimbulkan banyak masalah di masyarakat. Mulai dari
semakin marak munculnya BMT baru yang akhirnya memilih tidak berbadan
hukum karena dianggap aturan yang ada tidak sesuai, kepentingan para nasabah
yang kurang terlindungi keamanan atas investasinya, dan tumpang tindih aturan
yang semakin membuat permasalahan BMT justru semakin rumit, dan masih
banyak lagi persoalan BMT di masyarakat yang belum terakomodir dengan

kebijakan regulasi yang ada.

4 Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi
Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, (Jakarta:
Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), him. 3.



Padahal Muhammad Kamal Zubair dalam penelitiannya menjelaskan
bahwa regulasi merupakan salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi
sustainabilitas BMT selaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah, karena
operasional BMT akan dikelola sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan
dalam suatu regulasi.> Sampai saat ini kebijakan regulasi terbaru yang telah
dikeluarkan pemerintah terkait permasalahan yang menyangkut BMT adalah
dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
nomor 16/ PER/M.KUKM/1X/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Peraturan Menteri ini mengubah status
KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan
menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Rl Nomor 91/Kep/M.KUKM/1X/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Peraturan Menteri Negara
Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman
Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan
Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Selain ketentuan tersebut, adanya peraturan
perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro yang dianggap sebagai

payung hukum BMT.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dengan ini penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat

Tamwil (BMT) Di Indonesia”.

> Muhammad Kamal Zubair, Analisis Faktor-Faktor Sustainabilitas Lembaga Keuangan
Mikro Syariah, Jurnal Igtishadia, Vol. 9, No. 2, 2016, him. 218.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, yang

menjadi fokus kajian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Peraturan

Perundang-Undangan Perkoperasian?

2. Bagaimana regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Undang-Undang

Yayasan?

3. Bagaimana regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Undang-Undang

Lembaga Keuangan Mikro?

4. Mengapa regulasi pemerintah terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

seperti saat ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana regulasi Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkoperasian
2. Untuk mengkaji bagaimana regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam

Undang-Undang Yayasan

3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana regulasi Baitul Maal Wat Tamwil

(BMT) dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro



4. Untuk mengetahui dan mengkaji mengapa regulasi pemerintah terhadap Baitul

Maal Wat Tamwil (BMT) menjadi seperti saat ini.
D. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan
tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan
manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada
umumnya dan hukum Islam khususnya, serta memberikan pemikiran ilmiah
terkait kebijakan regulasi BMT di Indonesia.

2. Secara Praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang

penegakan hukum, khususnya hukum ekonomi syariah.

b. Menambah bahan kepustakaan di bidang hukum Islam, khususnya yang

berkaitan dengan permasalahan BMT.

c. Bagi pemangku kebijakan, sebagai bahan masukan bagi para pemangku
kebijakan baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar dapat menjadi

pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait regulasi BMT.



E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebenarnya
merupakan fenomena yang sudah ada sejak dahulu dan di Indonesia sendiri
permasalahan BMT sudah mulai menarik untuk diteliti hampir sejak 20 (dua
puluh) tahun yang lalu. Namun demikian, Persoalan BMT tetap selalu menarik
menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang
menyangkut lembaga keuangan mikro syariah. Dengan demikian, maka sudah
barang tentu banyak penelitian-penelitian dan penulisan tantang BMT, baik dalam
bentuk jurnal, skripsi, tesis maupun dalam bentuk buku-buku yang diterbitkan
maupun yang tidak diterbitkan. Dari berbagai karya ilmiah atau hasil penelitian
yang ada, penulis akan paparkan hanya beberapa karya ilmiah yang memiliki
relevansi sangat dekat sengat yang penulis lakukan. Berikut adalah beberapa karya

ilmiah yang sebelumnya telah membahas tentang BMT.

| Gde Kajeng Baskara® “Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia” dalam
penelitian ini yang menjadi stresing penulis adalah mengenai bagaimana
keberadaan lembaga keuangan mikro di Indonesia. Penyajian artikel ini terbagi
menjadi empat bagian utama, (1) konsep dan definisi keuangan mikro, (2) sejarah
perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia, (3) lembaga keuangan
mikro yang saat ini terdapat di Indonesia, dan (4) telaah terkait Undang-undang
No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Penelitian ini berbeda dengan

penelitian yang akan penulis lakukan. Hal ini dikarenakan bahwa objek yang

® I Gde Kajeng Baskara “Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia” Jurnal Buletin Studi
Ekonomi, Vol. 18, No. 2, Agustus 2013.
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menjadi bahan penelitian ini masih sangat umum mengenai Lembaga Keuangan
Mikro dan hanya pada satu ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun
di dalamnya juga sedikit menyinggung persoalan BMT namun hanya sebagian
kecil dan tidak membahas mengenai kebijakan regulasi BMT secara keseluruhan
yang ada selama ini. Penelitian ini lebih menekankan mengenai regulasi Lembaga
Keuangan Mikro yang sudah ada. Sedangkan penelitian yang akan penulis

lakukan adalah mencakup kebijakan regulasi BMT yang ada selama ini.

Golom Silitonga’ “Tinjauan Yuridis Tentang Bentuk Badan Hukum
Koperasi Di dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (Studi Kasus: BMT Arta
Amanah Sanden Kabupaten Bantul)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana bentuk badan hukum koperasi dalam suatu Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) sesuai dengan Undang- Undang Nomor: 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor: 17
Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dihubungkan dengan Koperasi Syariah
sebagaimana dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, untuk mengetahui petanggungjawaban
dan konsekuensi hukum bagi Pengurus BMT serta untuk mengetahui yang
bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari kegiatan BMT. Penelitian ini
meskipun membahas mengenai badan hukum BMT namun sangat spesifik, karena

penelitian ini hanya membahas badan hukum pada BMT Arta Amanah Sanden

" Golom Silitonga “Tinjauan Yuridis Tentang Bentuk Badan Hukum Koperasi Didalam
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (Studi Kasus: BMT Arta Amanah Sanden Kabupaten Bantul)”
Tesis Ini tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (2013).
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Kabupaten Bantul saja yang dikaji kesesuaiannya dengan aturan yang sudah ada.

Sehingga penelitian ini sangat berbeda dengan apa yang akan penulis kaji.

Jurnal karya Novita Dewi Masyithoh® dengan judul “Analisis Normatif
Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)”.
Dalam tulisan ini akan mengkaji mengenai permasalahan yang menyangkut
mengenai bagaimana status badan hukum dan pengawasan BMT sebelum dan
sesudah adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro. Penelitian ini sebenarnya hampir mendekati dengan apa yang penulis kaji.
di mana penelitian ini mencoba membahas mengenai status badan hukum dan
pengawasan BMT secara normatif pada Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro. Namun demikian, apa yang dibahas dalam penelitian
ini tidaklah sama dengan yang penulis lakukan karena dalam kajian ini tidak
membahas secara keseluruhan mengenai regulasi terkait badan hukum BMT yang
ada di berbagai peraturan yang ada seperti Undang-Undang koperasi dan
Keputusan Menteri terbaru nomor 16/ PER/M.KUKM/IX/2015 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Dari penelusuran yang penulis lakukan, memang terdapat beberapa karya
ilmiah yang telah membahas terkait persoalan BMT. Namun, sejauh ini penulis
tidak menemukan karya ilmiah yang secara spesifik telah membahas

permasalahan Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia,

8 Novita Dewi Masyithoh dengan judul “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1
Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan
Pengawasan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)” Jurnal Economica Volume V/ Edisi 2/Oktober 2014.
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di mana yang menjadi pokok pembahasan adalah 1. Bagaimana regulasi Baitul
Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkoperasian?
2. Bagaimana regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Undang-Undang
Yayasan? 3. Bagaimana regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Undang-
Undang Lembaga Keuangan Mikro? Maka, penulis berkesimpulan bahwa karya
ilmiah yang penulis kaji ini merupakan kajian baru yang layak untuk dilakukan

penelitian.

. Kerangka Teoritik

Kebijakan Pemerintah dalam mengeluarkan regulasi terkait pengaturan
BMT tentu harus melalui proses pengkajian yang mendalam dalam segala
aspeknya. Sebagai sebuah kebijakan sudah barang tentu harus memuat nilai-nilai
dan aspirasi masyarakat. Menurut konsep demokrasi modern, kebijakan negara
tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili
rakyat, tetapi opini publik (public opinion) juga mempunyai porsi yang sama
besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijakan-kebijakan negara, setiap
kebijaksanaan negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (public

interest).’

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai
bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan
sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat

nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah,

° M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi
Aksara, 1992), him. 10.
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peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi,
keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan

bupati/walikota.

Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai is whatever
government choose to do or not to do'® (apapun yang dipilih pemerintah untuk
dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan
publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan
keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik
karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah

untuk melakukan sesuatu.

Menurut Raksasatya kebijakan publik pada dasarnya memiliki 3 (tiga)

elemen yaitu®!:
1. Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai

2. Taktik atau strategi dan berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang

diinginkan

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dan

taktik maupun strategi tersebut di atas

10 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, (Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs,
1978), him. 3.

11 Syaiful Bahri et. al., Hukum dan Kebijakan Publik (Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan
Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), 2004), him. 23-24.
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Dari tiga elemen dalam kebijakan publik tersebut terlihat dengan jelas
bahwa pada dasarnya kebijakan publik adalah sebuah sikap dari pemerintah yang
berorientasi pada tindakan. Artinya, di sini bahwa kebijakan publik merupakan
sebuah kerja konkret dan adanya organisasi pemerintah. Dan organisasi
pemerintah yang dimaksud adalah sebagai sebuah institusi yang dibuat untuk
melaksanakan tugas-tugas publik. Yakni tugas-tugas yang menyangkut hajat
hidup orang banyak dalam sebuah komunitas yang disebut negara, dan tugas-tugas
publik tersebut lebih konkret lagi adalah berupa serangkaian program-program
tindakan yang hendak direalisasikan dalam bentuk nyata. Untuk itu maka
diperlukan serangkaian tahapan dan manajemen tertentu agar tujuan tersebut
terealisasi. Rangkaian proses realisasi tujuan program publik tersebutlah yang

dimaksud dengan kebijakan publik.

Dari pemahaman di atas maka pada dasarnya kebijakan publik memiliki

implikasi sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan publik itu bentuk awalnya adalah merupakan penetapan

kaidah-kaidah pemerintah

2. Bahwa kebijakan publik terebut tidaklah cukup hanya dinyatakan dalam bentuk
teks-teks formal, namun juga harus dilaksanakan atau diimplementasikan

secara nyata

3. Bahwa kebijakan publik tersebut pada hakikatnya harus memiliki tujuan-tujuan
dan dampak-dampak, baik jangka panjang, maupun jangka pendek, yang telah

diperkirakan secara matang terlebih dahulu
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4. Dan pada akhirnya segala proses yang ada di atas adalah diperuntukkan bagi

pemenuhan kepentingan masyarakat.*2

Dari berbagai penjelasan mengenai apa itu kebijakan publik, dapat
dipahami bahwasanya ruang lingkup dari kebijakan publik sangatlah luas sekali.
Hal ini mengingat bahwa yang dimaksud dengan kebijakan publik itu mencakup
segala hal yang bertujuan untuk memakmurkan masyarakat. Kebijakan tersebut
bisa di sektor, ekonomi, politik, pendidikan, keuangan (baik fiskal maupun
moneter) ataupun kebijakan publik di sektor hukum. Permasalahan mengenai
kebijakan regulasi BMT itu sendiri sebenarnya bersinggungan dengan beberapa
aspek yang berbeda. Aspek-aspek tersebut adalah aspek ekonomi, hal ini
disebabkan persoalan BMT itu juga berkaitan dengan mobilisasi dana yang
orientasinya adalah di bidang usaha mikro. Dan aspek lainnya adalah aspek
hukum, hal ini berkaitan dengan kebijakan regulasinya. Bagaimana kemudian
aspek regulasi menjadi hal yang sangat urgen untuk menunjang dan sebagai dasar

dalam hal operasionalnya.

Menurut Mahfud MD kebijakan publik di sektor hukum atau yang sering
disebut politik hukum (legal policy) merupakan garis kebijakan resmi tentang
hukum yang akan diberlakukan baik melalui pembuatan hukum baru maupun
penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan
demikian, politik hukum merupakan pilihan pemerintah tentang hukum-hukum

yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan

12 Syaiful Bahri et. al., Hukum dan Kebijakan Publik, him. 25.
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dicabut untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan

UUD 1945.%3

Menurut Sudarto, politik hukum adalah serangkaian usaha untuk
menciptakan norma-norma hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada
masa tertentu. Politik hukum mencakup ius constituendum, yaitu hukum pada
masa yang akan datang yang dicita-citakan.* Andi Hamzah mengemukakan
bahwa pengertian politik hukum dalam arti formal mencakup tahapan legistavie
drafting atau kebijaksanaan pemerintah dalam membentuk produk hukum,
sedangkan dalam arti material, politik hukum juga mencakup legal executing dan

legal review.®®

Pembuatan kebijakan publik harus didasarkan pada hukum karena dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, ditentukan bahwa ‘“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Antara
kebijakan publik dan hukum keduanya memiliki relevansi atau keterkaitan antara
pada konsep dasar hukum adalah dengan adanya tiga konteks: Pertama, tentang
keadilan, menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di sekian
banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat. Kedua, aspek legalitas atau
kepastian, menyangkut hukum dan artinya sebuah aturan ditetapkan oleh

kekuasaan yang sah dan dalam pemberlakuan dapat dipaksakan atas nama hukum.

13- Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2010, him. 22.

14 Sydarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1982), him. 151.

15 Andi Hamzah, Politik Hukum Pidana (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), him.
24.
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Ketiga, aspek ke-dayagunaan atau kemanfaatan, hal ini menyangkut apakah
kebijakan berupa instrumen hukum tersebut dapat memiliki sisi manfaat dalam
masyarakat untuk kesejahteraan.'® Di samping itu, sebuah kebijakan publik yang
berupa instrumen peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya
harus memiliki tiga landasan, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis dan

landasan yuridis.*’

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara
adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan
mudah diterapkan dalam masyarakat. Secara umum tujuan pembentukan
perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara
supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian,
kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh
karenanya dalam pembuatan kebijakan mengenai regulasi harus memperhatikan

banyak aspek seperti asas-asas pembentukan.

Berkaitan dengan persoalan kebijakan regulasi BMT di Indonesia, maka
sebagai sebuah kebijakan pada aspek hukum yang orientasinya adalah
kepentingan publik. Sehingga sebagai sebuah kebijakan hukum tidak bisa
menafikan tujuan dari hukum itu sendiri seperti keadilan, kepastian, dan

kemanfaatan. Pangsa pasar yang besar di sektor ekonomi mikro seperti BMT tentu

16 W. Friedman, Legal Theory, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul Teori
dan Filsafat Hukum-ldealisme Filosofis dan Problema Keadilan, Cet, Ke-2, (Jakarta, Raja
Grafindo Persada, 1994), him. 42

17 Adi Sulistiyono et, al, Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan:Studi Tentang Peran
Hukum Dalam Proses Penanggulangan Kemiskinan, Jurnal Jurisprudence, Vol.1, No.2. September
2004, him. 119.
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sangat memerlukan jaminan keamanan baik bagi para penggiat BMT itu sendiri
maupun masyarakat umumnya. Sehingga pemerintah dalam mengeluarkan
kebijakan hukum berupa regulasi sudah seharusnya berlandaskan pada nilai
filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berorientasi pada keadilan, kepastian dan

kemanfaatan bagi masyarakat.

. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum
guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.'®

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Cakupan
penelitian ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum baik hukum
konvensional maupun hukum syariah, sistematika hukum dan sinkronisasi
hukum yang secara keseluruhannya tergabung dalam suatu pendekatan
konseptual penelitian.'® Sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-
analitik. Deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk
memberikan data-data yang seteliti mungkin tantang gejala atau fakta-fakta

tersebut.?’ Sedangkan analisis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata

18 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. Pertama, (Jakarta: Kencana, 2005),
him. 35.

19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. Ke-2, (Jakarta: Ul Press, 2010),
him. 51.

20 sarjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 10.
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secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan
guna mencari makna.

2. Jenis Data
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi:

1) Sumber hukum nasional yang berkaitan dengan regulasi BMT di

Indonesia seperti:
a) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan

Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.

c) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
nomor 16/ PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

d) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan

Mikro

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang

bahan hukum primer, antara lain berupa:

1) Hasil penelitian baik berupa tesis, skripsi dan hasil penelitian lainnya

yang berhubungan dengan kebijakan regulasi BMT di Indonesia

21 Noeng Moehajir, Metode Penelitian Kualitatif, cet ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasin,
1998), him. 104.
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2) Buku-buku, makalah ataupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan

dengan kebijakan regulasi BMT di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan lebih mendalam mengenai makna hukum primer maupun
bahan hukum sekunder antara lain ensiklopedia Indonesia, ensiklopedi
hukum Islam, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini ditempuh dengan
melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan
bahan hukum, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan
diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian
ini.

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dam penelitian ini, maka
pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengelola
secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang
berkaitan. Bahan sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, selanjutnya di susun
secara sistematis sehingga diperoleh gambaran relatif lengkap dan klasifikasi

secara kualitatif.??

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan. Dan dari

22 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2000), him. 2.
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sumber hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah
lainnya baik nasional maupun internasional, pendapat para ahli dan
ensiklopedi.
4. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat
diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah
satu kebijakan terkait regulasi, maka pendekatan utama yang ditempuh adalah
doktrinal. Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, di Indonesia metode penelitian
hukum doktrinal terlanjur secara umum di sebut metode penelitian normatif
(yuridis normatif). Metode pendekatan yuridis normatif, bertumpu pada data
sekunder dan ditunjang dengan penekatan yuridis.?® Pendekatan yuridis
normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum,
sinkronisasi vertikal maupun horizontal dan sistematika hukum diterapkan,
yang bertumpu pada data sekunder.

5. Analisis Data

Metode dalam menganalisa bahan hukum tersebut adalah deskriptif
kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian dan diolah secara
kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasi sesuai dengan
permasalahan yang terdapat dalam penelitian.

b. Hasil klasifikasi bahan kemudian selanjutnya akan di sistematisasikan.

23 Soetandyo Wingjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya
(Jakarta: Huma, 2002), him. 148.
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c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk

dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan.
H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi dari penelitian ini,
serta memperoleh penyajian yang teratur dan sistematis, maka penulis menyajikan
tesis ini dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab | adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan
sistematika penulisan.

Bab 11, bab ini akan membahas kerangka teori yang digunakan sebagai pisau
analisis.

Bab Ill, bab ini akan membahas mengenai BMT dan regulasi BMT di
Indonesia.

Bab IV adalah bab pembahasan, dalam pembahasan ini akan dibahas
Bagaimana regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Peraturan Perundang-
Undangan Perkoperasian, Undang-Undang Yayasan, dan Undang-Undang
Lembaga Keuangan Mikro, serta mengapa kebijakan regulasi BMT seperti saat
ini.

Bab V adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan atas permasalahan yang diangkat
dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan

sebagai kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan BMT dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian sebenarnya hanya bersifat sementara sebagai upaya pemerintah
memberikan legitimasi BMT agar dapat melakukan kegiatan usaha simpan
pinjam yang memerlukan payung hukum untuk menjalankannya, di mana
ketika itu BMT belum memiliki dasar yuridis yang jelas. Sehingga jika sudah
ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur persoalan
BMT maka BMT harus tunduk pada ketentuan yang ada tersebut. Dan
sebenarnya pengaturan BMT dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992
tentang Perkoperasian sebenarnya tidak relevan untuk dijadikan dasar
landasan yuridis. Karena Pada prinsipnya BMT memiliki karakteristik yang
sangat berbeda dengan koperasi. Sedangkan Peraturan Menteri tentang
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah tidak lain adalah upaya
Kementrian Koperasi untuk memberikan dasar bagi koperasi yang akan
melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dengan prinsip syariah, namun
secara prinsip Peraturan Menteri tersebut justru tidak memiliki dasar

pembentukan yang jelas.
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2. Undang-Undang nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2004 tentang yayasan tidak bisa dijadikan dasar yuridis operasional BMT.
Hal ini dikarenakan yayasan dibentuk dengan tujuan yang sangat limitatif
yakni, sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sedangkan BMT selain berfungsi
sosial namun juga profit oriented, sehingga Undang-Undang Yayasan tidak
tepat untuk dijadikan dasar yuridis BMT. Dan juga karena Undang-Undang
Yayasan tidak memiliki legitimasi bagi BMT untuk melakukan kegiatan

usaha simpan pinjam yang merupakan salah satu kegiatan pokok BMT.

3. Pengaturan BMT dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro telah memberikan kejelasan BMT dalam beberapa
hal seperti, mengenai apa dan bagaimana kelembagaan BMT seharusnya.
BMT dapat berbadan hukum koperasi atau Perseroan Terbatas, Ketentuan
mengenai BMT untuk berbadan koperasi adalah bentuk yang berbeda
sebagaimana koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian, sehingga BMT
selaku LKM meskipun secara kelembagaan berbadan hukum koperasi namun
untuk segala pengaturan dan operasionalnya tunduk pada ketentuan Undang-
Undang Lembaga keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Dari berbagai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Lembaga
Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan persoalan mengenai
BMT selama ini seperti kelembagaan, pedoman aspek syariah, pengawasan,

dan penjaminan simpanan nasabah sudah sudah diatur normanya. Namun
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untuk penjamin simpanan sampai sekarang belum ada peraturan pemerintah

yang mengatur hal tersebut

4. Kebijakan pemerintah terkait regulasi BMT yang diatur dalam beberapa
Peraturan Perundng-Undangan seperti Undang-Undang Perkoperasian,
Undang-Undang LKM dan Peraturan OJK saat ini menjadikan BMT sebagai
lembaga keuangan yang secara operasional lebih dekat kepada perbankan dan
lebih berorientasi pada mencari keuntungan. Hal ini telah menjadikan BMT
mengalami pergeseran paradigma konseptual dari gagasan awal perancangan
dan pencanangan BMT yang merupakan kegiatan sosial namun berorientasi
pada pemberdayaan perekonomian masyarakat. Pergeseran paradigma
konseptual BMT saat ini dikarenakan Pemerintah tidak memahami hakikat
BMT sesungguhnya, sehingga menyebabkan kebijakan regulasi BMT yang
dikeluarkan cenderung lebih mendorong BMT untuk bertransformasi menjadi

lembaga keuangan pada umumnya.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis lakukan, ada beberapa
saran penulis yang perlu dipertimbangkan dan tindak lanjut agar regulasi BMT ke

depannya lebih baik, berikut beberapa sarannya:

1. Perlunya dilakukan sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait
regulasi BMT yang ada saat ini. Hal ini mengingat sampai dengan tanggal 20
April 2016, jumlah LKM yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK

sebanyak 52 LKM. Dari 52 LKM tersebut 13 LKM di antaranya berbadan
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hukum Perseroan terbatas (PT) dan sisanya sebanyak 39 LKM berbadan
hukum Kkoperasi. Berdasarkan cakupan wilayah usahanya, 6 LKM
menjalankan kegiatan usaha dengan cakupan wilayah usaha desa, 21 LKM
menjalankan kegiatan usaha dengan cakupan wilayah kecamatan, dan 25
LKM menjalankan kegiatan usaha dengan cakupan wilayah kabupaten/ kota.
Berdasarkan kegiatan usahanya, 41 LKM menjalankan kegiatan usaha secara
konvensional dan sisanya sebanyak 11 LKM menjalankan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah.

. Perlu dipertimbangkan dan pengkajian ulang terhadap ketentuan kewajiban
LKM bertransformasi menjadi Bank jika melakukan kegiatan usaha

melampau daerah kabupaten atau kota.

. Sesegera mungkin dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur
Penjamin simpanan nasabah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam
Undang-Undang Lembaga Keuangan Syariah guna menambah jaminan
kepercayaan dan minat masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Mikro

(khususnya BMT).

. Perlu dilakukan kajian secara komprehensif mengenai bagaimana hakikat
dari konsep BMT sesungguhnya, agar ke depan dapat mengembalikan nilai-
nilai BMT yang selama ini mulai terkikis. Untuk kemudian dapat dijadikan

patokan dalam perumusan kebijakan regulasi yang lebih baik.
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